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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab swhely maka ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkaalFR2 ayat (2) PP
No. 24 Tahun 1997 telah mewujudkan kepastian hukdemgan
terpenuhinya syarat-syarat : 1) tanah diperolehgalentikad baik, 2)
tanah dikuasai secara nyata, 3) dalam waktu limantaejak diterbitkan
sertipikat tanah tidak ada keberatan ataupun gngatari pihak
ketiga.Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhiarfak atas tanah yang
telah diterbitkan sertipikat tidak dapat digangguwya& lagi. Pihak lain
yang merasa mempunyai tanah tersebut tidak lagatdapenuntut
pelaksanaan haknya tersebut karena dianggap teddpaskan haknya.
Namun dalam prakteknya, ketentuan Pasal 32 aya@R2)\No. 24 Tahun
1997 tersebut tidak selalu diterapkan dalam mesggiarmasalahan
konkretyang disebabkan karena :

a. Bertentangan dengan Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Wndadang
Nomor 5 Tahun 1960
Substansi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 19%9aldiatur dalam
peraturan perundang-undangan setingkat PeraturameriPgah

sehingga apabila ditinjau dari adagiumx Superiori derogat Legi
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Inferiori maka ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Taho@ 19
yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 gyatir{Z ¢ UUPA
tidak berlaku.

b. Bertentangan dengan Pasal 1868 jo Pasal 1870 Kitdlng-Undang
Hukum Perdata dimana kekuatan pembuktian darip#ati tanah
sebagai alat bukti tertulis yang otentik adalalsif@r sempurna dan
mengikat dan bukan bersifat mutlak.

c. Hakim dalam mengadili suatu perkara tidak hanya gikei
ketentuan Undang-Undang tetapi juga wajib menggakngikuti,
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yamdup dalam
masyarakat.

d. Apabila ketiga syarat yang terdiri dari : 1) tandiperoleh dengan
itikad baik, 2) tanah dikuasai secara nyata, 3malaktu lima tahun
sejak diterbitkan sertipikat tanah tidak ada kefagrataupun gugatan
dari pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalamnked@ Pasal 32
ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 terpenuhi maka diayestyebabkan
hilangnya hak atas tanah yang dikuasai oleh pengedaak
sebenarnya. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP NoaR4nT1997 yang
demikian seharusnya diatur dalam peraturan pergadadangan
setingkat Undang-Undang.

2. Kekuatan pembuktian sertipikat tanah berdasarkaalF3®2 ayat (2) PP

No. 24 Tahun 1997 belum mewujudkan keadilan bagnqgang hak

yang sebenarnya karena pemegang hak yang seberniaialydagi dapat
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menuntut pelaksanaan hak atas tanahnya tersebmegBag hak yang
sebenarnya dengan demikian akan kehilangan hakaataknya tersebut.
Hak dari pemegang hak yang sebenarnya seharusimgamditi dan
mendapatkan perlindungan hukum. Sebagai orang benigak, maka
seharusnya pemegang hak yang sebenarnya dapat totekembali

pelaksanaan haknya tersebut.

B. Saran
1. Bagi Pembuat Undang-Undang

a. Substansi Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 19%aiten dengan
hak keperdataan warga masyarakat sehingga substensikian
seharusnya diatur dalam peraturan setingkat Untemgng.

b. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 19910 p@evisi
dengan mengubah ketentuan mengenai jangka waksupggya dapat
memberikan keadilan yang seimbang bagi pemegangdiadnarnya
dan pemegang hak yang terdaftar dalam buku tarmaketéipikat.

c. Disediakannya dana khusus untuk memberikan gaufi kepada
pihak-pihak yang terbukti dirugikan oleh pelaksangsendaftaran
tanah.

2. Bagi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugdsarys bertindak

secara profesional dan penuh dedikasi sehinggalakesakesalahan

dalam pendaftaran tanah dapat dihindarkan. Ketelidan kecermatan
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dalam menilai kebenaran data yang diperlukan selagar pendaftaran
dalam hal ini juga perlu ditingkatkan.

. Bagi pemegang hak atas tanah

Pemegang hak atas tanah perlu menyadari bahwa yoeaayy tanah
bukanlah hanya untuk kepentingan pribadi saja itefaga untuk
kepentingan bersama. Bagi pemegang hak yang bekmdaftarkan hak
atas tanahnya agar segera mendaftarkan hak atds tensebut. Hal ini
juga akan membantu tercapainya tujuan pendaftarahtyaitu kepastian

hukum.
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PUTUSAN
Nomor : 1588 K/Pdt/2001
DEMI| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasa$i teengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :
NYI MAS SAJA, bertempat tinggal di Jalan Laswi Nomor : 698, &es
Mangunharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten BandBegjohon Kasasi,
dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. SUTISNA, bertempat tinggal di Gang Rais | Nomor 200/6Adtoadya
Bandung;

2. TEDY SUHARDJO alias SOE HOAT, bertempat tinggal di Gang Rais
Nomor 18 Kotamadya Bandung;

3. ENAP SURYATNA, SH., bertempat tinggal di Jalan SekoDuta 1/64
Pondok Indah Jakarta Selatan;

4. KEPALA DESA SUKAMUKTI, Kecamatan Majalaya, Kabupate
Daerah Tk. Il Kabupaten Bandung;

5. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN MAJALAYA,
Kabupaten Daerah Tk. Il Bandung;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN DT. Il BANDUNG, di Soreang
Kabupaten Daerah Tingkat || Bandung;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Parcdbdatimg - Turut

Terbanding;
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Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternpafawa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah meaiggsekarang para
Termohon Kasasi sebagai para Tergugat asli dimwkaidangan Pengadilan
Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil

bahwa Penggugat asli memiliki sebidang tanah damgwen di Blok
Toblong yang terdiri dari persil No.209 DI. KohiroNe315, seluas kurang lebih
80 Tumbak, dan persil No. 209 DI luas kurang letBhTumbak, yang lokasinya
di Desa Sukamukti yang sekarang dikenal dengan niten Pelangi Rt. 02
Rw.03 Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

bahwa bidang tanah a quo dimiliki oleh Penggugdit @sngan tukar
menukar tanah miliknya yang berlokasi di Blok Ciagt Desa Ciparay,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, persil No.803V, seluas 468
Tumbak, Letter C.No 1777, atas nama/miliknya Pegggasli dengan tanahnya
Syahidayat tersebut pada tahun 1960;

bahwa bidang tanah tersebut telah dibangun Padkstikt dan dipergunakan
sendiri oleh Penggugat asli sejak tahun 1976, getgra disewakan kepada orang
lain;

bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat asigkmhah dijadikan
Sertifikat oleh Almarhum Eddy Tuhfah, dengan Sikdif Hak Milik No. 91,
seluas 1995 112 atas nama Syahidayat. Setelalip#gath menjadi dua masing-
masing dengan Sertifikat Hak Milik No. 92 dengaradull20 M2, dengan
memakai nama Ny. St. Aminah, dan Sertifikat HakilviNo. 93 dengan luas 875
M2 atas nama Sutisnah (Tergugat asli I). Selangutdialihkan kepada Teddy
Suhardjo alias Soe Hoat (Tergugat asli 1l), kargaapenguasaan bidang tanah
seluas 875 M2 a quo oleh baik Tergugat asli | maupergugat asli I, yang
selanjutnya membangun bangunan dua tingkat diateshtPenggugat asli secara
melawan hukum;

bahwa pengsertifikatan bidang tanah milik Penggagétitu oleh Tergugat
asli IV menjadi atas nama Syahidayat dengan Sextifiak Milik No. 91, yang
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sebenarnya bukan miliknya dengan tanpa dasar dalala melawan hukum.
Demikianpun dipecahnya Sertifikat Hak Milik No. 9tu menjadi dua, yang
terdiri dari Sertifikat Hak Milik No. 92, seluas 20 M2 a.n Ny. St. Aminah dan
Sertifikat Hak Milik N0.93 seluas 875 M2, atas na8#tisnah, adalah melawan
hukum;

bahwa Syahidayat telah menjelaskan dan menyatadagad tegas bahwa
ia tidak pernah menjual lagi tanah tersebut kepsidg@apun, karena bukan
miliknya, sedangkan Syahidayat sekarang masih hidlap bersedia menjadi
saksi;

bahwa selanjutnya Sertifikat Hak Milik No. 92 sedubl20 M2 atas nama
Ny. St. Aminah itu dijadikan jaminan oleh Eddy Tahf atau dengan perantaraan
seseorang yang tidak mempunyai hak sama sekaliauaExport — Import dan
oleh Tergugat asli Ill secara tanpa hak dan melavakum telah menebus
Sertifikat a quo, atau mengambilnya dari Bank EXivisebut, dan dikuasainya
sampai sekarang ini secara tanpa hak dan melavkamhpula;

bahwa akibat perbuatan yang melawan hukum oleh Pargugat asli,
Penggugat asli sangat dirugikan dan oleh karendapeat kerugian, akan
dialihkannya bidang tanah milik Penggugat asli ydatam penguasaan Tergugat
asli I dan Tergugat asli Il mohon kiranya diadak&ita Jaminan onservatoir
Beslag);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, makggBgat asli mohon
kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar berkem@mberikan putusan

sebagai berikut :

. DALAM PROVISI :

Menyatakan, menetapkan untuk tidak dialihkan, atedakan perubahan

fisiknya atas bidang tanah yang bersertifikat HakkMN0.93 seluas 875 M2 baik
atas nama Tergugat Il, atau Tergugat |, demikiam ppngunannya, serta bidang
tanah dan bangunan milik Penggugat dengan Settiflex Milik N0.92, seluas
1120 M2,
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[I. DALAM POKOK PERKARA :

~

© ©

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan, menetapkan, meletakkan Sita Jaminan katseluruhan
tanah, dan bangunan, obyek sengketa dimaksud;

Menyatakan para Tergugat melakukan perbuatarg yaelanggar
hukum;

Menyatakan, menetapkan penguasaan bidang smhads kurang lebih
875 M2, dengan mempergunakan Sertifikat Hak Mili&. 193, adalah
hak milik mutlak Penggugat;

Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk negajtkan bidang
tanah a quo yang luasnya kurang lebih 875 M2, féattiHak Milik
No0.93, baik atas nama Tergugat | maupun atas nargudat Il, bila
perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;

Menyatakan, menetapkan bidang tanah seluas MZ20 dengan
Sertifikat Hak Milik N0.92, yang tercatat dengam@aaNy. St. Aminah
adalah tidak sah dan melanggar hukum, melainkak BRénggugat;
Menghukum Tergugat 1ll untuk menyerahkan Sketif Hak Milik
No0.92, luas 1120 M2 Kepada pemiliknya yang saPénggugat;

Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah mitildas Penggugat;

Menyatakan, bahwa Tergugat IV yang telah metkamd kedua
Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hakilk No.92 dan 93
tanpa dasar dan melawan hukum, dan karenanyaloaaain, sehingga
beralasan bagi Penggugat untuk memohon dinyatad@umekSertifikata
quo tidak berlaku;

10. Menghukum para Tergugat untuk memulihkan sedadk-hak

Penggugat;

11. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara

Dan sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mghatusan seadilnya;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugaeesdibut, telah diajukan

Eksepsi oleh Tergugat asli yang pada pokoknva selegikut :
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bahwa bidang tanah a quo dimiliki oleh Penggugdit asngan tukar
menukar tanah miliknya yang berlokasi di Blok Ciagt Desa Ciparay,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung persil NoSL03, seluas 468 tumbak.
letter C N0.1777, atas nama/miliknya Penggugat dslingan tanah Syahidayat
tersebut pada tahun 1960;

bahwa dengan tanpa sepengetahuan Penggugat aafigbtdnah milik
Penggugat asli direkayasa atau dimanipulasi kepgeanilya oleh Eddy Tuhfah
(ahmarhum), dengan cara-cara sebagai berikut :

bahwa setelah Sertifikat N0.91 itu dipecah menjhga, masing-masing
dengan Sertifikat Hak Milik N0.92 dengan luas 112D dengan tetap atas nama
Ny. St. Aminah dan SertifiKat Hak Milik No.93 deng#uas 875 M2 atas nama
Sutisnah (Tergugat asli 1);

bahwa selanjutnya dialihkan kepada Teddy SuharjasaBoe Hoat
(Tergugat asli I1);

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diat&s, gogatan ini harus
ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidakatapterima;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat esdibtg, para Tergugat
asli telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pakiaknya atas dalil-dalih :

bahwa, segala sesuatu yang oleh Penggugat dalaompesisi/Tergugat
dalam konpensi, telah dikemukakan dalam bagiandaEksepsi” dan “Dalam
Pokok Perkara” tersebut diatas, mohon hendakngh tercantum selengkapnya
dalam bagian “Daham Rekonpensi” ini, demikian pulengenai alat-alat
buktinya yang dipergunakan dalam bagian eksepsi @akok perkara,
dipergunakan pula dalam bagian rekonpensi ini,ria@asaling kait mengkait dan
tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya;

bahwa, Penggugat sebagat pemilik satu-satunya gahgatas tanah Hak
Milik Nomor 93 dan bangunan diatasnya sebagaimamyyata dan terbukti dari
Sertifikat Hak Milik 93 jo. Akta Jual Beli Nomor 1®&/Mjl/1984 tanggal
23 Oktober 1984, yang dibuat oleh dan dihadapana_Mugraha Sarjana Hukum,
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayahakKatan Majalaya, yang
dibeli oleh Penggugat dalam rekonpensi dan Tergudgam Konpensi;



169

bahwa, dengan tidak ada hubungan hukum antara Jargdi dalam
Konpensi/Penggugat dalam  Rekonpensi dengan  Penggudalam
Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dimasukkan selpalgak dalam perkara
ini, jelas merugikan pihak Tergugat Il dalam KongiénPenggugat dalam
Rekonpensi, kerugian mana menurut hukum sudah wgapat dipikul dan
dipertanggung jawabkan oleh Penggugat dalam Komfengugat dalam
Rekonpensi;

bahwa, menurut perhitungan kerugian Penggugat dalam
Rekonpensi/Tergugat Il dalam Konpensi moriel seb&a 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dan materiel sebesar Rp. 5.@M-0(lima juta rupiah) atau
jumlah yang dianggap wajar/patut menurut Pengadilsang harus dibayar
seketika dan sekaligus oleh Penggugat dalam Koilpengugat dalam
Rekonpensi kepada Tergugat Il dalam Konpensi/Pagagglalam Rekonpensi;

bahwa, untuk menjamin gugatan rekonpensi ini jangampai illusoir,
dimana Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam rpeksi telah
menunjukkan itikad tidak baik dan perbuatan melawakum, karena dari sejak
tahun 1976 baru sekarang mengajukan gugatan separiya perkara ini,
sehingga menimbulkan kerugian moriel maupun madtdapada Penggugat
dalam Rekonpensi/Tergugat [l dalam Konpensi, agangRdilan Negeri
meletakkan Sita Jaminan atas harta Kekayaan MéikgBugat dalam Konpensi
/Tergugat dalam Rekonpensi baik yang bergerak nraypamg tidak bergerak,
berupa sebidang tanah berikut bangunannya darrgeiah barang bergerak yang
terletak di Jalan Laswi Nomor 698 Desa Mangunhalacamatan Ciparay,
Kabupaten Bandung;

bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas Penggudatam
Rekonpensi/Tergugat Il dalam Konpensi mohon kepgelagadilan Negeri Bale
Bandung berkenan memberikan putusan sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpengiudat [l dalam

Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konpensi/TerguganddRekonpensi telah
melakukan perbuatan melawan hukum/itikad tidak b&épada Penggugat
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dalam Rekonpensi/Terqugat Il dalam Konpensi, yaegimbulkan Kerugian
baik moriel maupun materiel kepada Penggugat d&ekonpensi/Tergugat Il
dalam Konpensi;

3. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugathmdd&akonpensi, untuk
membayar ganti rugi Kepada Tergugat Il dalam KospBenggugat dalam
Rekonpensi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima pulula futa rupiah) seketika
dan sekaligus atau jumlah yang dianggap patut/vedgdr Pengadilan;

4. Menyatakan sah dan berharga sitaan jaminarbtdrse

5. Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugatnmddakonpensi untuk
membayar biaya perkara ini;

bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebbtdelpukan eksepsi oleh
Tergugat asli VI yang pada pokoknya adalah sedasy#ut :

bahwa gugatan Penggugat asli itu kekurangan pinakgapa yang sudah
jelas-jelas ada termuat dalam gugatan Pengguddeasintum nama Syahidayat
yang telah menanda tangani seolah-olah girik N@52&rsil 209 D.I hilang;

bahwa Badan Pertanahan Nasional berani menertfsi&etifikat Hak Milik
Nomor 91 GBS 5570/1980 karena adanya bukti-buktérgik dengan adanya
dasar Akte Jual Beli yang dibuat oleh Pjs Camaati#dj Pembuat Akta Tanah
Wilayah Kecamatan Ciparay tertanda Drs. Sudarrtanggal 21 Agustus 1969
Nomor 3569/db/d/1969 dan Warkah No0.37/1981/1l, be¥®. 209 D-lI Kohir
No. 2315 yang berlokasi di Blok Pelangi dengan sa&tasnva seperti tersebut
dalam gugatan Rekonpensi;

bahwa Sertitikat No0.91 ini dipecah menjadi Hak kiiNo.92 dan Sertifikat
Hak Milik No.93 atas dasar Jual Beli dengan Aktatgeganggal 7 Juli 1981
Nomor : 479/JB/VII/1981 yang dibuat dihadapan Caiejabat Pembuat Akta
Tanah Oega Subarga dari Ny. H. Aminah kepada Ttisriguseluas 785 M2 GBS
9124/80 dikenal dengan Jalan Pelangi No. 4 Majalaya

bahwa tanah tersebut diatas dijual kembali darisBat kepada Teddy
Suhardjo tertanggal 13 Juni 1983 seluas 785 M2 yditakukan dihadapan
Notaris Liana Nugraha Notaris dan Pejabat Pembktt Aanah di Bandung yang
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berlokasi di Blok Pelangi/Desa Padamulya, Kecamaf&alaya dengan Hak
Milik No.93/ Padamulya GBS No. 9124/80;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diat&s, gogatan ini harus
ditolak, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidakatajterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negédei Bandung telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 Jah889 No. 47/Pdt.G/1998/
PN.BB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI
— Menolak Eksepsi Tergugat I, Il dan Tergugat 1V;

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

— Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

— Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

— Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakaa tmdygal 14 November
1998 adalah sah dan berharga;

— Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melauleum;

— Menyatakan penguasaan bidang tanah seluas kurhitg 825 M2 dengan
mempergunakan Sertifikat Hak Milik No.93 oleh Teggu | dan Il adalah
melawan hukum;

— Menyatakan bahwa obyek sengketa/tanah sengketaahadalilik sah
Penggugat;

— Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.91 atasmaaSyahidayat, yang
kemudian dipecah menjadi Sertifikat No. 92 atas ad\y. Siti Aminah dan
Sertifikat No. 93 atas nama Sutisna dan beralis atema Teddy Suhardjo,
mengandung cacat hukum karenanya sertifikat-deatifitersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum;
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— Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan hak-halg&egat;

— Menghukum Para Tergugat 1V, V dan VI untuk tundain daat pada putusan
ini;

— Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkarayang hingga Kini
berjumlah Rp. 928.000,- (sembilan ratus dua puklaghn ribu rupiah);

— Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

— Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

— Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat lhndaKonvensi

membayar biaya Rekonvensi ini yang ditetapkan Nihil

putusan mana dalam tingkat banding atas permoh@aaa Tergugat telah

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengatusamnya tanggal 2

November 1999 No. 214/Pdt/1999/PT.BDG, yang amarbgebunyi sebagai

berikut :

— Menerima permohonan banding dari Para Pembandmgla€eTergugat |, 11;

— Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandi@ng@nggal 7 Januari
1999, Nomor : 47/Pdt.G/1998/PN.BB., yang dimohonianding tersebut, dan
dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:
— Menolak Eksepsi Tergugat I, Il dan Tergugat IV,

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

— Menolak Provisi Penggugat/Terbanding;
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DALAM POKOK PERKARA:
— Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selyajhn

— Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan yalah tdilakukan oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertandgalNovember 1998,
Nomor : 47/Pdt.G/1998/PN.BB;

— Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalakofensi untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradylang dalam tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuhtplitea ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :
— Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/ugatgll dalam

Konpensi tidak dapat diterima;
— Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugatléind&onpensi untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradédaesar Nihil;

bahwa sesudah putusan terakhir ini  diberitahukan pada
Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2000 Kanuterhadapnya oleh
Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasamgushberdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 15 Juli 2000 diajukan permmidasasi setara tertulis
pada tanggal 20 Juli 2000 sebagaimana ternyataaki@ipermohonan Kasasi No.
29/Pdt.Kas/2000/PN.BB. jo No. 47/Pdt. G/1998/PNy&Bg dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan manaidiam disusul dengan
memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang nd#éedi Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 AQu€i08;2

bahwa setelah itu oleh para Tergugat I, 1l/ Pemivenglang pada tanggal
15 Agustus 2000 telah diberitahukan tentang mem&dsasi dari
Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasig diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung padméh 24 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo besaganahlasannya telah

diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksamjekdia dalam tenggang
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waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undadgng, maka oleh karena

itu permohonan kasasi tersebut formil dapat ditayim

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajull@h Pemohon

Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokalkish :

1.

Bahwa Judex Factie/Pengadilan Tinggi Bandung telalah menerapkan
hukum, karena sulit untuk dapat dipercaya dan bama& mungkin terbit
Surat Hak Milik No.91 atas nama Syahidayat, tan@gukiannya selaku
pemilik tanah, sebagaimana pertimbangan hukum @dagaNegeri Bale
Bandung, dalam perkara No0.47/Pdt.G/1998/PN.BB, fBggat selaku
pemilik asal tanah masih hidup, dan didengar katganya sebagai saksi
dibawah sumpah, dalam perkara ini, dan hal initiceenjadi pertimbangan
oleh Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga pertimdari@engadilan Tinggi
Bandung yang demikian itu tidak lengkap dan tidakngurna dan harus
dibatalkan.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandwargy menyatakan
Sertifikat Hak Milik No. 92 atas nama Siti Aminalijaininkan ke Bank
Exim, tidak ada relevansinya dengan perkara ini.

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung, telah salah ddektibenar dalam
menerapkan hukum tercermin dari pertimbangan hukuyang
mempertimbangkan peralihan hak perusahaan perteriivhanding Laya”,
Pertenunan Garuda”, yang bukan objek sengketai tgdmg menjadi objek
sengketa adalah tentang sebidang tanah yang diatdserdiri bangunan
pabrik sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 93 atesna Sutisna, beralih
kepada Teddy Suhardjo (Soe Hoat), maka pertimbahg&om Pengadilan
Tinggi Bandung tidak dapat dipertahankan lagi danué dibatalkan.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Band(mgfradiktif antara
satu dengan yang lainnya, yang menyatakan Settifidak Milik
No.93/Padamulya, yang dimiliki oleh Termohon KaBasigugat asal
dimiliki pada tanggal 23 Desember 1980, bertentardgngan pertimbangan
hukum yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergagg membeli

tanah objek sengketa baru tanggal 7 Juli 1981 dénAsinah, yang
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dituangkan dalam Akte Jual Beli Nomor 479/JS/VI1819yang secara logika
lebih dahulu Sertifikat Hak Milik No.93 tanggal ZRsember 1980 terbit,
dari Akte Jual Belinya, tanggal 7 Juli 1981, dendgamikian pertimbangan
hukum Pengadilan Tinggi Bandung tidak dapat diperé&an lagi dan harus
dibatalkan.

4. Bahwa sebenarnya perusahaan pertenunan Munding tehya 1969, dan
perusahaan pertenunan Garuda tahun 1984 berd@sd@nah sewaan milik
Soerdi Oneng, dan ahhiwarisnya Syahidayat bin Sd@neng, hingga tahun
1981, dan sampai sekarang Syahidayat sebagai keasiél tanah, tidak
pernah berhubungan hukum dan tidak pernah melakikeaan hukum jual
beli dengan orang yang bernama Siti Aminah, sebzgea dijelaskan dalam
pertimbangan hukum putusan perkara No.47/Pdt.G8/P30BB, telah jelas
dan nyata, dengan demikian pertimbangan hukum [éaga Tinggi
Bandung tidak dapat dipertahankan lagi dan hahestalkan.

5. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah mekarapukum, karena
yang menjadi pokok sengketa adalah tanah dan bangysng terletak di
Blok Toblong, persil No.209 D.I Kohir No.2315 lu@85 M2, sama sekali
bukan sengketa perusahaan pertenunan, sehingga yapg menjadi
pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung, tentanglipan hak kepemilikan
perusahaan pertenunan tahun 1969, tidak ada resieyandengan pokok
perkara ini dan tidak semestinya dipertimbangkadamdaerkara ini, dengan
demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bagddidak dapat

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan ad.1 sampajadead.5 dapat
dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Bandung tetdahsmenerapkan hukum
dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

— bahwa terbitnya Sertifikat N0.91, N0.93 dan No.@%aama Syahidayat tanpa
adanya pengajuan permohonan dan Syahidayat seeti@igai pemilik yang
sah, adalah penerbitannya dilandasi oleh surat yengyandang cacat hukum

sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanruk
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— bahwa yang menjadi sengketa hukum dalam perkardalah sebidang tanah
yang diatasnya berdiri bangunan pabrik dalam balSantifikat Hak Milik
No0.93 atas nama Teddy Soehardjo (Soe Hoat), daisi gongkum ini tidak
dipertimbangkan dengan benar oleh Judex Factie;

— bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik N0.93 tangg#8 Desember 1980, yang
lahir berdasarkan Akta Jual Beli No.479/JS/VII/198fdadi pada tanggal 7 Juli
1961, bertentangan dengan kenyataan hukum yanghaelya dan tidak
berdasarkan hukum karena Sertifikat tersebut téebih dulu daripada Akta
Jual Belinya;

— bahwa pemilik tanah yang sah, Syahidayat tidakgfemengadakan hubungan
hukum dengan Siti Aminah, sehingga tidak ada alakuim yang sah
kepemilikan yang tanpa mengadakan transaksi hulburdg&um dengan
Syahidayat;

— bahwa pokok sengketa perkara aquo bukan hak kdRampertenunan, tetapi
kepemilikan tanabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertightaan tersebut
diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung, putusagaééan Tinggi Bandung
tidak dapat dipertahankan lagi, dan terdapat cuddagan untuk mengabulkan
permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Nyi Masa Sejsebut, dan
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung trjflovember 1999 No.
214/Pdt/1999/PT.Sdg. dan Mahkamah Agung mengadifidisi perkara ini
dengan amar seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasaai/Rergugat asal
I, IX adalah pihak yang dikalahkan, maka kepadangeus dibebankan untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradila

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nahurt 2004 dan
Undang-Undang No. 14 tahun 1985 jo. Undang-Undaad Nahun 2004 serta

Undang-Undang lain yang bersangkutan;
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MENGADILI:
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kagdsi MAS SAJA
tersebut.
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung @ng8gNovember
1999 No. 214/Pdt/1999/PT.Bdg. yang telah membatalgatusan Pengadilan
Negeri Bale Bandung tanggal 7 Januari 1999 NomMa@/Pdt.G/1998/PN.BB.;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI:
— Menolak Eksepsi Tergugat I, Il dan Tergugat VI;

DALAM KONPENSI :
DALAM PROVISI :

— Menolak tuntutan Provinsi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

— Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

— Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakaa tmdygal 14 November
1998 adalah sah dan berharga;

— Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melauleum;

— Menyatakan penguasaan bidang tanah seluas kurhiig 825 M2 dengan
mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 93 oleh Tgggt | dan Il adalah
melawan hukum;

— Menyatakan bahwa obyek sengketa/tanah sengketaahadalilik sah
Penggugat;

— Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 91 atemma Syahidayat, yang
kemudian dipecah menjadi Sertifikat No. 92 atas ad\g. Siti Aminah dan
Sertifikat No. 93 atas nama Sutisna dan beralis atema Teddy Suhardjo,
mengandung cacat hukum karenanya Sertifikat-dextifitersebut tidak

mempunyai kekuatan hukum;
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— Menghukum Para Tergugat untuk memulihkan hak-halg&egat;
— Menghukum Para Tergugat 1V, V dan VI untuk tundain daat pada putusan

ini;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat agek umembayar
biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yargnddingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus rib@njipi

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarstahkamah Agung
pada hari : Selasa, tanggal 18 Mei 2004, oleh m@arHoediarto, SH. Ketua
Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebEgé&ua Sidang, Artidjo
Alkostar, SH. dan Mansur Kartayasa, SH.MH. sebatgkim-hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada RABU, TANGGAL
30 JUNI 2004, oleh Ketua Sidang tersebut dengaaditiioleh : Artidjo Alkostar,
SH. dan Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Anggdt Nyoman Dika,
SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oledu& belah

pihak.
Hakim-Hakim Anggota, Kesa
ttd. ttd.
Artidjo Alkostar, SH. German Hoediarto,
SH.
ttd.

Mansur Kartayasa, SH.MH.
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Panitera Pengganti,

ttd.

I Nyoman Dika, SH.
Biaya-biaya :

Y == - L R$.000,-

2. Redaksi .......c.cciiiiiriiiee s Rip000,-

3. Administrasi Kasasi................. Rp. 93.000
Jumlah.................... p.R00.000,-

Catatan : Tidak dilengkapi Putusan Tingkat Banding (PT) datuBan Tingkat
1. Pertama (PN).



